
BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAVTA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWORRIO
NOMORS TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DI PASAR PURWORE.IO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWORE.JO,

Menimbang: a. bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir
sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2OlL,
merupakan salah satu bentuk Retribusi Daerah
yang perlu dikelola dengan sebaik baiknya guna
mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwarpengelolaan Retribusi Tempat Khusus Parkir
di Pasar Purworejo perlu dilakukan secara
transparan dan akuntabel agar tercapai kejelasan
bag masyarakat dalam memenuhi kewajibannya
dan kepastian hukum bag Pemerintah Daerah
dalam mempertanggung-jawabkannya;

c. bahwa untuk mendukung transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan Retribusi Tempat
Khusus Parkir di Pasar Rrrworejo, perlu disusun
petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi
Tempat Khusus Parkir di Pasar Purworejo;
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Mengingat:

Menetapkan

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Frovinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaharr
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O

tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 249, Tambaharr
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran
NegariRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1O

Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus
Parkir (kmbaran Daerah Kabupaten Purworejo
Tahun 2011 Nomor lO);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15
Tahun 2O2O tentanrg Pengelolaan Keuangan Daerah
(kmbaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2020 Nomor 15 Seri E Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR DI PASAR PURWORD.IO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo yang selanjutnya

disebut Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang
perhubungan.

5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang
perhubungan.

6. Pasar Purworejo adalah Pasar Daerah yang terletak di Kelurahan
Purworejo Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perserroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apapun, Iirma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, [smlaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha ter4p.

8. Parkir di Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Parkir
adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang
bersifat tidak sementara di Tempat Khusus Parkir.

9. Tempat Khusus Parkir adalah tempat di luar badan jalan yang
khusus disediakan untuk parkir kendaraan bermotor di
lingkungan Pasar Purworejo.

10. Pelataran Parkir adalah lokasi parkir yang merupakan areal
terbuka yang berada di dalam lingkungan Pasar Purworejo.

11. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk
kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan
dengan kendaraan bermotor.

12. Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi adalah orang pribadi
yang ditetapkan dan ditugaskan oleh Kepala Dinas Perhubungan
sebagai Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi Tempat
Khusus Parkir.

13. Petugas parkir adalah orang pribadi yang ditetapkan oleh Pihak
yang ditunjuk Dinas Perhubungan selalu Pengelola Parkir di Pasar
Purworejo yang melaksanakan pelayanan parkir di Tempat
Khusus Parkir berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dinas
Perhubungan.

14. Pengelola Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang bekeqia
sama dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan pengelolaan
pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir berdasarkan
perjanjian kerja sama.
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15. Retribusi Daerah adalah pungutatr Daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberiarr izin tertentu yang khusus disediakan
dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.

16. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya dapat disebut
Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan Tempat
Khusus Parkir di Pasar Purworejo.

17. Biaya Operasional adalah sejumLah uang yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah kepada Pengelola Parkir sebagai kompensasi
atas pengelolaan pelayanan parkir yang dilaksanakan oleh
Pengelola Parkir.

18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap kendaraan yang parkir di Tempat Khusus Parkir, dipungut
Retribusi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2Ol1 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir .

Pasal 3

Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan
kewenangan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan oleh Petugas
Pemungut dan Penyetor Retribusi.

Pasal 4

Petugas Parkir, Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi serta
Pengelola Parkir wajib seragam dan atribut yang
ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 5

(1) Petugas Parkir, Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi serta
Pengelola Parkir diberi biaya operasional setiap bulan oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar
4@/o lempat puluh persen) dari realisasi pendapatan retribusi
bulan sebelumnya.
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(3) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dibayarkan setiap bulan kepada Pengelola Parkir.

(4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di
alolcasikan untuk upah Pengelola Parkir, Petugas Pemungut dan
Penyetor Retribusi serta petugas parkir, yang pembagrannya
menjadi kewenangan Pengelola Parkir.

Pasal 6

Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan tata cara sebagai
berikut:

r a. Retribusi dipungut oleh Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi'-'terhadap setiap pengguna jasa pelayanan Tempat Khusus Parkir;
b. pemungutan Retribusi dilakukan pada saat pengguna jasa

memasuki tempat khusus parkir di pintu masuk kendaraan
Pasar Purworejo;

c. besamya Retribusi yang dipungut oleh Petugas Pemungut dan
Penyetor Retribusi harus sesuai dengan besamya Tarif Retribusi
yang tertera dalam karcis Parkir;

d. pengguna jasa yang telah membayar Retribusi, wajib diberi tanda
bukti pembayaran Retribusi yang berupa karcis parkir resmi yang
diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGEI.OLAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI PASAR PURWORE.IO

Pasal 7

(1) Pengelolaan Tempat Khusus Parkir di Pasar Purworejo
merupakan Kewenangan Dinas Perhubungan.

(2) Dalam mengelola Tempat Khusus Parkir dan memungut
Reribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar Purworejo, Dinas
Perhubungan bekeqja sama dengan Pengelola Parkir.

Pasal 8

(1) Petugas Parkir bertugas menata, mengatur
kendaraan di tempat parkir agar tercipta
kelancaran penyelenggaraan parkir.

dan menjaga
kerapian dan

(21 Dalam melaksanakan tugas, Petugas Parkir wajib menggunakan
seragam serta atribut yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.
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Pasal 9

(1) Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi bertugas memungut
Retribusi dari pengguna jasa dan hasil

(21

pemungutan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam melaksanalan tugas, Petugas Pemungut dan Penyetor
Retribusi wajib menggunakan seragam serta atribut yang
ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 1O

(1) Pengelola Parkir mempunyai tugas dan tanggung jawab
Petugas Parkir dan Petugas Pemungut dan

Penyetor Retribusi.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Pengelola Parkir wqiib
seragam serta atribut yang ditentukan oleh Dinas

Perhubungan.

BAB IV

PENYETORAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 1l

(1) Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi wajib
hasil pemungutan retribusi ke Rekening I(as Umum Daerah
secara Tunai atau Non T\rnai sesuai ketentuan Pengelolaan
Keuangan Daerah.

(2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dilaksanakan paling lambat I (satu) hari kefa terhitung sejak
Retribusi diterima oleh Petugas Parkir dari pengguna jasa
pelayanan Parkir.

(3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
dilaporkan ke Dinas Perhubungan setiap hari Senin dengan
disertai bonggol karcis Parkir dan buku harian setoran Retribusi.

(4)Apabila Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi dalam
hasil pemungutan Retribusi melebihi jangka waltu

sebaga.i dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda sebesar 27o
(dua persen) setiap hari keterlambatan dikalikan jumlah Retribusi
yang terlambat disetorkan.

(5) Apabila Petuga.s Pemungut dan Penyetor Retribusi berhalangan
hadir/tidak masuk wajib melaporkan ketidak hadirannya kepada
Pengelola Parkir untuk di tunjuk Petugas pengganti.
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BAB V

PENETAPAN I,OKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR
PASAR PURWORE.IO

Pasal 12

l,okasi untuk Tempat Khusus Parkir Pasar Purworejo ditetapkan di
dalam halaman/pelataran Pasar Purworejo.

BAEI VI

LAPORAN

Pasal 13

Kepala Dinas Perhubungan wajib menyampaikan laporan hasil
penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir setiap bulan
secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang
menangani pendapatan Daerah.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

(1) Apabila dalam pemungutan Retribusi dan/ atau dalam
memberikan pelayanan Parkir ditemukan pelanggaran yang
dilakukan oleh Petugas Parkir atau Petugas Pemungut dan
Penyetor Retribusi, maka Petugas yang bersangkutan diberi
teguran lisan, dan apabila setelah diberi teguran lisan masih
melakukan pelanggaran, akan diberi peringatan tertulis
sebanyak 3 (tiga) kali.

(2) Apabila setelah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3
(tiga) kali, Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih
melakukan pelanggaran, maka Surat Perintah Tugas atas nama
yang bersangkutan dicabut oleh Dinas Perhubungan dan yang
bersangkutan berakhir kedudukannya sebagai Petugas Parkir
atau Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi.
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(3) Petugas Parkir atau Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi
yang telah dicabut Surat Perintah Tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tidak dapat lagi menuntut halmya
sebagai Petugas Parkir atau Petugas Pemungut dan Penyetor
Retribusi dan tugasnya akan digantikan oleh petugas baru sesuai
dengan kebutuhan.

Pasal 15

Apabila Petugas Pemungut dan Penyetor Retribusi menghilangkan
karcis yang belum digunakan, maka Petugas tersebut wajib
mengganti kerugian Pemerinta-h Daerah yang diakibatkan hilangnya
karcis Parkir sebesar nilai nominal Karcis Parkir yang hilang.

Pasal 16

(1) Apabila dalam mengkoordinasikan Petugas Pemungut dan
Penyetor Retribusi dan Petugas Parkir ditemukan pelanggaran
yang dilakut<an oleh Pengelola Parkir, maka Pengelola Parkir
tersebut diberikan teguran lisan.

(2) Apabila setelah diberikan teguran lisan, Pengelola Parkir masih
melakukan pelanggaran, maka yang bersanglutan diberi
peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

(3) Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga)
kali Pengelola Parkir masih tetap melakukan pelanggaran, maka
Surat perjanjian kerjasama pengelolaan Parkir atas nama yang
bersangkutan diputus secara sepihak oleh Dinas Perhubungan.

(4f Pengelola Parkir yang telah diputus keq'asamanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), tidak dapat lagi menuntut haknya
sebagai Pengelola Parkir dan tugasnya akan digantikan oleh
pihak lain sesuai dengan peratttran yang berlaku.

BABVIII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupa.ti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mgqgetahuinya, memerint'4tt*t Pgngundangan
FEi"t"r"rr'Bupafi irri aE"g"r, penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tang[al S LEr aA ?o,22

T SEKRETARIS DAERAH

PURwORE.]OI

PURWOREJO,

I

caicus

Diundangkan di Purworejo
pada tal&at I trbre'rt' 2e22

t SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
fAnur.raz NoMoR, sERI c NoMoR a"

9

& F t tt .ttb -lb,/ tq-
This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.57&t=9

